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DESAIN KEBIJAKAN
PENENTUAN KORPS TARUNA TARUNI
DI AKADEMI TNI ANGKATAN LAUT

ABSTRAK

Letak posisi Indonesia yang strategis dengan kekayaan sumber daya alam yang
besar, tentunya untuk mengelola dan mengamankannya harus didukung oleh sumber daya
manusia Indonesia yang baik. Oleh karena itu Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo
memprogramkan prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM unggul Indonesia
maju). Hal tersebut dimplementasikan juga oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono.
SE., MM. pada program prioritas Kasal yang pertama yaitu Pembanngunan SDM TNI AL
yang unggul

Dalam rangka mewujudkan SDM TNI AL yang unggul Akademi TNI Angkatan
Laut sebagai lembaga pendidikan, bertugas mendidik Para Taruna yang nantinya akan
mengawaki organisasi dan menjadi Perwira serta pemimpin TNI Angkatan laut. Guna
menghasilkan Perwira unggul yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya,
sebelum melaksanakan pendidikan, para Taruna terlebih dahulu dijuruskan ke dalam korps
(Pelaut/Teknik,/Elektronika/Suplai/ Marinir).

Saat ini sudah ada Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang mengatur
tentang penentuan korps Taruna yaitu Perkasal/72/IX/2009, namun peraturan tersebut
belum mengakomodir adanya perubahan-perubahan kebijakan baru dan masih terdapat
adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam penentuan Korps. Oleh karena
itu perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitas desain kebijakan terkait penentuan Korps
Taruna Taruni di Akademi TNI Angkatan Laut (The right man on the right Korps).

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah desain kebijakan penentuan
Korps Taruna Taruni di Akademi TNI Angkatan Laut yang lebih baik, dengan metodologi
penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penentuan nilai skala pembobotan
berdasarkan teori Proses Hirarkhi Analitik (PHA).

Kata Kunci : Desain kebijakan penentuan Korps Taruna Taruni, PHA.
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POLICY DESIGN
DETERMINATION OF CADET CORPS
IN THE INDONESIAN NAVAL ACADEMY

ABSTRACT

Indonesia’s strategic position with a wealth of natural resources, of course, to
manage and secure it must be supported by good Indonesian human resources. Therefore,
the President of the Republic of Indonesia, Mr. Ir. Joko Widodo has programmed the
priority of human resource development (advanced Indonesian human resources). This was
also implemented by Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. SE., MM. in the first Kasal
priority program, namely the Development of superior Navy Human Resources

In order to realize superior Indonesian Navy human resources as an educational
institution, the Navy is tasked with educating the cadets who will later maneuver the
organization and become officers and leaders of the Indonesian Navy. In order to produce
superior officers who are able to carry out their duties and obligations, before carrying out
education, cadets are first assigned to the corps (Sailors / Engineering, / Electronics /
Supply / Marines).

Currently, there is a Regulation of the Chief of Staff of the Indonesian Navy which
regulates the determination of the cadet corps, namely Perkasal / 72 / IX / 2009, but this
regulation has not accommodated any new policy changes and there are still problems that
occur in determining the Corps. Therefore it is necessary to improve and improve the
quality of policy designs related to the determination of the Youth Corps at the Indonesian
Naval Academy (The right man on the right Korps).

This research aims to produce a better policy design for determining the Cadet
Corps at the Indonesian Naval Academy, with a quantitative research methodology using a
weighting scale value determination method based on Analytical Hierarchy Process (AHP)
theory.

Keywords: Design policy for the determination of Cadets Corps, AHP.
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